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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Akuntansi  

Pengertian Akuntansi menurut AICPA (American Insitude 

of Centified Public Accountant)  adalah pencatatan, pengikhtisaran 

dan pengelolaan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, 

transaksi dan kejadian-kejadian pada umumnya bersifat keuangan 

dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Winwin,2010) 

Menurut Mulyadi (2010) akuntansi adalah catatan dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen gua 

memudahkan perusahaan. 

2.1.2 Tujuan Akuntansi 

Tujuan akuntansi menurut Mulyadi (2014:2) yaitu: 

1. Menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. 

2. Melengkapi informasi yang dihasilkan oleh sistem seperti mutu, 

ketepatan penyajian atau struktur organisasi yang ditetapkan 

oleh perusahaan.  

3. Sebagai perbaikan dan pengendalian akuntansi. 

4. Mengurangi biaya yang dihasilkanoleh suatu kegiatan bisnis. 
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Tujuan akuntansi menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001:37): 

1. Sebagai alat untuk menganalisis struktur organisasi perusahaan. 

2. Menganalisis transaksi operasional perusahaan dalam skala 

bulanan atau harian. 

3. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 

4. Menganalisa semua kegiatan internal cek pada struktur kegiatan 

perusahaan. 

5. Menganalisis laporan keuangan akuntansi kepada pihak 

eksternal yang dibuat dari pencatatan transaksi dan membuat 

laporan keuangan untuk manajemen. 

6. Pengawasan internal dan eksternal perusahaan. 

2.1.3 Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi menurut Ely Suhayati (2009:3) adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan kemudian 

menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas 

dan kewajiban sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

2. Memantau, mengawasi dan mengamankan sewmua hak dan 

kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan. 
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2.1.4 Biaya 

Mulyadi (2012) mengungkapkan bahwa biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang 

telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Raharja Putra (2009) juga mengungkapkan suatu pengorbanan atau 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk 

memperoleh manfaat dari aktivitas yang dilakukan.   

Definisi biaya mengandung tiga (3) unsur yaitu biaya 

adalah sumber ekonomi, yang dapat diukur dalam satuan uang, dan 

pengorbanan biaya yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

terjadi untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian biaya 

menurut beberapa ahli seperti yang sudah disebutkan diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yaitu suatu pengorbanan 

ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. 

2.1.5 Penggolongan Biaya 

Menurut Mulyadi (2014) ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menggolongkan biaya antara lain : 

1) Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan : 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk 

mengolah bahan baku produk jadi yang siap untuk dijual. 

b. Biaya pemasaran 
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Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang digunakan 

untuk kegiatan pemasaran produk. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya yang 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

2) Berdasarkan hubungan suatu biaya 

a. Biaya langsung (direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena adanya 

sesuatu yang harus dibiayai. Biaya langsung terdiri dari biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.  

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi karena 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya prosduksi tidak 

langsung biasanya disebut dengan stilah biaya overhead 

pabrik. 

3) Berdasarkan perilaku dan hubungan dengan volume aktivitas 

a. Biaya variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel merupakan biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 
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c. Biaya semifixed 

Biaya semifixed  merupakan biaya yang tetap untuk tingkat 

volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang 

konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisar volume kegiatan tertentu. 

4) Berdasarkan jangka waktu manfaatnya  

a. Pengeluaran modal 

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat 

lebih dari satu periode. 

b. Pengeluaran pendapatan 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai 

manfaat dalam periode terjadinya pengeluaran. 

2.1.6 Akuntansi Biaya 

Menurut Mulyadi (2014) akuntansi biaya adalah proses 

pencatatan, penggolongan dan penyajian biaya pembuatan dan 

penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu dan 

penafsiran terhadapnya. 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi biaya adalah proses untuk melengkapi pencatatan dan 

penyajian untuk proses pembuatan maupun penjualan suatu 

produk. 
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2.1.7 Tujuan Akuntansi Biaya 

Mulyadi (2014:7) akuntansi biaya memiliki 3 tujuan yaiotu : 

1. Penentuan kos produk yaitu mencata, menggolongkan, dan 

meringkas biaya-biaya pembuatan produk. 

2. Pengendalian biaya yaitu penentuan biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk, akuntansi 

biaya memantau pengeluaran biaya sesuai dengan biaya yang 

seharusnya terjadi. 

3. Pengambilan keputusan yaitu akuntansi untuk pengambilan 

keputusan khusus penyajian biaya masa yanga akan datang. 

Sedangkan tujuan akuntansi menurut Bustami dan Nurlela 

(2016) yaitu untuk menjajikan informasi keuangan yang akurat dan 

tepat yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang mengelola 

sebuah perusahaan secara efektif. 

2.1.8 Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi menurut Hansen dan Mower (2009) 

adalah total harga pokok produksi yang terselesaikan selama 

periode berjalan. Menurut Mulyadi (2009:22) harga pokok 

produksi digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber 

ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. 

Sedangkan menurut Sunarto (2010:46) mendefinisikan  bahwa 

harga pokok produksi merupakan perhitungan harga pokok produk 
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dengan menunjukkan penyerahan terhadap biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa harga pokok produksi merupakan total keseluruhan biaya 

yang dikeluarkan secara langsung untuk mendapatkan barang jadi 

atau siap untuk dijual. 

2.1.9 Unsur-unsur Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk 

mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam 

memproduksi suatu barang. Pada umumnya biaya produksi 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

merupakan biaya utama (prime cost) sedangkan yang lain disebut 

conversation cost. Biaya-biaya ini dikeluarkan untuk menjadi 

barang jadi yang sudah diolah. Maka unsur-unsur harga pokok 

produksi bisa dijelaskan sebagai berikut : 

a. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku adalah bahan yang merupakan unsur 

paling pokok dalam proses produksi, dan dapat langsung 

dibebankan kepada harga pokok barang yang akan diproduksi. 

Bahan baku dapat diperoleh dari pengolahan sendiri atau 

pembelian lokal. Didalam bahan baku tersebut sebuah 

perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya-biaya sejumlah 
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harga beli bahan baku saja, akan tetapi juga mengeluarkan 

biaya-biaya pembelian, dan lain-lain. 

b. Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang 

digunakan dalam membuat suatu produk. Biaya tenaga kerja 

juga salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi 

produk jadi. Biaya tenaga kerja yang termasuk dalam 

perhitungan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya tenaga kerja tidak langsung.  

Menurut Mursyidi (2011) mengatakan bahwa biaya 

tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya tenaga 

kerja langsung (direct labor) dan biaya tenaga kerja tidak 

langsung (indirect labor). Biaya tenaga kerja langsung adalah 

biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses 

produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah 

biaya tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan 

proses produksi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa tenaga kerja langsung merupakan bagian penting 

berupa SDM yang mempengaruhi proses produksi dan biaya 

tenaga kerja merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada 

tenaga kerja dari tempat usaha tersebut. 
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c. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik merupakan unsur biaya produksi 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan selama proses produksi. Biaya overhead pabrik 

merupakan biaya yang tidak dapat didefinisikan dengan 

produk jadi, maka pengumpulan biaya overhead pabrik dapat 

diketahui setelah barang pesanan selesai diproduksi. 

Biaya overhead pabrik menurut Mulyadi (2014) adalah 

biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung yang dapat digolongkan menjadi beberapa antara 

lain: 

a. Biaya bahan penolong 

Biaya penolong adalah bahan yang digunakan untuk 

menyelesaikan produk tersebut dan diap dijual ke 

konsumen. 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan  

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva 

tetap 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

f. Biaya overhead lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang.  
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Menurut Bustami dan Nurlela (2010: 13) biaya overhead 

pabrik dapat digolongkan menjadi beberapa elemen yaitu : 

a. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) 

merupakan bahan yang digunakan dalam penyelesaian 

suatu produk akan tetapi pemakaiannya relatife lebih kecil 

dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung apabila 

produk telah selesai. Contoh : pewarna, costik, busa, dan 

lilin atau malam. 

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga 

kerja yang membantu pengolahan produk selesai, akan 

tetapi dapat ditelusuri apabila produk telah selesai. 

c. Biaya-biaya lainnya selain bahan tidak langsung dan tenaga 

kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan 

produk hingga selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri hingga 

produk selesai. Contoh : listrik, air,  peralatan usaha, 

penyusutan tempat usaha.  

2.1.10 Manfaat Harga Pokok Produksi 

Menurut Riwayadi (2014:93-94), berikut ini beberapa manfaat dari 

pengkajian biaya produksi : 

1. Memudahkan dalam perencanaan biaya 

Dengan diketahuinya perilaku biaya, total biaya untuk 

setiap kapasitas kegiatan atau aktifitas produksi dapat 

diestimasi secara mudah dan akurat. 
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2. Memudahkan dalam pengendalian biaya 

Dengan diketahuinya perilaku biaya, perbedaan biaya 

antara rencana dan realisasi dapat dicari penyebabnya secara 

mudah. Apakah karena adanya selisish efisiensi atau karena 

adanya selisih kapasitas. Selisih efisiensi terjadi karena 

pengeluaran biaya sesungguhnya lebih besar atau lebih kecil 

dari biaya yang direncakan untuk kapasitas aktifitas tertentu. 

Selisih kapasitas terjadi juga karena adanya kapasitas menggur 

atau pemakaian kapasitas yang berlebihan. 

3. Memudahkan dalam pengambilan keputusan 

Dengan diketahuinya perilaku biaya, maka pengambilan 

keputusan akan lebih mudah. 

2.1.11 Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2001:50) metodepenetapan harga pokok 

produksi ada dua, yaitu penentuan biaya penuh (full costing) dan 

penentuan biaya variabel (variable costing). 

1) Full Costing 

Menurut Daljono (2011) metode full costing adalah metode 

penentuan harga pokok produksi yang diperhitungkan semua 

unsur untuk diproduksi baik variabel maupun tetap. Harga 

pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing 

terdiri unsur harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel dan  biaya 
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overhead pabrik tetap) ditambah dengan biaya non produksi 

(biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum). 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

unsur harga pokok produksi menurut metode ini meliputi : 

Biaya bahan baku Rp. xxxx 

Biaya tenaga kerja langsung Rp. xxxx 

Biaya overhead pabrik variable Rp. xxxx 

Biaya overhead pabrik tetap Rp. xxxx 

Harga pokok produksi Rp. xxxx 

2) Variabel Costing 

Menurut Daljono (2011) metode variabel costing 

merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya memasukkan biaya produksi variabel. Biaya produksi 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

biaya overhead pabrik variabel. Dengan pendekatan metode 

variabel costing terdiri dari unsur harga pokok produksi 

variabel yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya nonproduksi 

variabel (biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum) 

ditambah biaya tetap yang erdiri dari (biaya overhead pabrik 

tetap, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum tetap). 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

unsur harga pokok produksi menurut metode ini meliputi : 
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Biaya bahan baku Rp. xxxx 

Biaya tenaga kerja langsung Rp. xxxx 

Biaya overhead pabrik variabel Rp. xxxx 

Harga pokok produksi Rp. xxx 

  

2.1.12 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Tambunan Tulus (2012:11) mengemukakan 

bahwa “UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha di semua 

sektor ekonomi.” Sementara itu, di Indonesia definisi mengenai 

UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan 

Umum), Pasal 1 menyatakan bahwa:  

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”  

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam UndangUndang.”  

“Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
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usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”  

Jadi, dari beberapa pengertian diatas, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai suatu usaha 

yang didirikan atau dimiliki oleh perorangan atau badan usaha 

yang bersifat produktif dalam berbagai sektor perekonomian. 

2.1.13 Kriteria-Kriteria UMKM 

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 

20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM antara lain:  

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:  

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).  

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh 

miliar rupiah). 

2.1.14 Peran UMKM dalam Perekonomian 

Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia ini sesuai 

dengan tujuan pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam pasal 5 

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai 

berikut: 

a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan 

b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 

c) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
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pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan 

kemiskinan. 

2.1.15 Permasalahan UMKM 

Dalam perkembangannya, UMKM pastilah dihadapkan 

pada hambatan, tantangan, dan permasalahan yang seringkali 

terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa berbeda antar 

satu daerah dengan daerah lainnya, antar sektor ekonomi yang satu 

dengan yang lainnya, atau antar sesama perusahaan di sektor yang 

sama. Namun demikian, ada beberapa persoalan yang umum 

terjadi dalam UMKM. 

Tambunan Tulus (2012:51) mengungkapkan beberapa 

permasalahan umum yang terjadi dalam suatu UMKM, 

diantaranya: 

1. Keterbatasan modal kerja maupun investasi yang dimiliki,  

2. Kesulitan-kesulitan dalam hal pemasaran produk atau jasa,  

3. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya yang 

seringkali mengalami hambatan, 

4. Keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar yang 

ada, 

5. Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM 

yang rendah), 

6. Kemampuan teknologi, 

7. Biaya transportasi dan energi yang cukup tinggi, 
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8.  Keterbatasan komunikasi, 

9. Biaya yang dikeluarkan cukup tinggi akibat prosedur 

administrasi dan birokrasi yang kompleks (khususnya dalam 

pengurusan izin usaha), dan 

10. Ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi 

yang tidak jelas atau tak menentu arahnya 

2.1.16 Upaya pengembangan dan Pemberdayaan UMKM 

Upaya-upaya mengenai pengembangan dan pemberdayaan 

UMKM ini telah diatur dalam Bab VI Pasal 16 Undang-Undang 

No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berisi: 

1. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi 

pengembangan usaha dalam bidang: 

a) Produksi dan pengolahan; 

b) Pemasaran; 

c) Sumber daya manusia; dan 

d) Desain dan teknologi. 

2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif 

melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) . 

Sebagaimana pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM, pengembangan dalam bidang produksi dan 

pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) 

huruf a dilakukan dengan cara: 
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a) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta 

kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; 

b) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan 

prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan 

penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah; 

c) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi 

dan pengolahan; dan 

d) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 

perekayasaan bagi Usaha Menengah.  

Sebagaimana pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM, pengembangan dalam bidang pemasaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b 

dilakukan dengan cara: 

a) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; 

Digital Repository Universitas Jember 19  

b) Menyebarluaskan informasi pasar; 

c) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik 

pemasaran; 

d) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi 

penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, 
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penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan 

Kecil; 

e) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan 

pemasaran, dan distribusi; dan 

f) Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang 

pemasaran. 

Sebagaimana pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya 

manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf 

c dilakukan dengan cara: 

a) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;  

b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan  

c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan 

pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, dan penciptaan 

wirausaha baru. 

Sebagaimana pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM, pengembangan dalam bidang desain dan 

teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf 

d dilakukan dengan cara: 

a) Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi 

serta pengendalian mutu; 

b) Meningkatkan kerjasama dan ahli teknologi;  
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c) Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di 

bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan 

teknologi baru; 

d) Memberikan insentif pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah yang mengembangkan teknologi dan 

melestarikan lingkungan hidup; dan 

e) Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk 

memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual. 

2.1.17 Harga Jual 

Menurut Supriyono (2014:211) harga jual merupakan 

jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada 

pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau 

diserahkan.  

Dalam menentukan harga jual sangat berhubungan dengan 

harga modal atau harga pokok pembelian, atau harga bahan baku 

jika akan melakukan produksi seperti menjual batik yang ada 

bahan bakunya. Adapun langkah-langkah menghitung atau 

menentukan harga jual produk yaitu : 

a. Menghitung kalkulasi harga pokok, yaitu merupakan 

perhitungan terhadap biaya pengeluaran produksi uang 

terdiri dari bahan utama, bahan pelengkap / pendukung, 

biaya listrik, dan biaya tenaga kerja. 
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b. Menghitung kalkulasi harga jual dalam menentukan harga 

jual ini harus memperhatikan tentang jumlah keuntungan 

yang ditentukan sesuai dengan prosentase yang berlaku 

pada usaha tersebut. 

Berikut ada beberapa cara untuk menentukan harga jual 

suatu produk yaitu sebagai berikut : 

1) Margin Pricing 

Menentukan  harga jual yang pertama adalah dengan metode 

margin pricing. Setelah itu memasukkan dalam rumus harga, 

dari hasil perhitungan bisa dilihat kira-kira berapa harga yang 

dijual terlalu mahal atau murah. 

Margin = (Harga Jual – Harga Modal) / Harga Jual) 

 

2) Markup Pricing 

Harga Markup dihitung sebagai persentase dari biaya 

perolehan produk. Biaya perolehan bisa merupakan biaya 

pembelian barang atau jasa atau biaya produksi barang. 

Langkah untuk menambahkan persentase markup ke biaya 

produk adalah memutuskan berapa % markupnya untuk 

keuntungan. Untuk menutupi tidak hanya biaya perolehan 

barang, tetapi juga biaya overhead jika ada biaya produksi, 

biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, termasuk juga 
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tunjangan untuk hal-hal seperti kerusakan barang-barang yang 

hilang. 

Markup sebenarnya adalah cara yang paling sederhana 

tinggal menambahkan keuntungan langsung dari harga beli. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa markup ini biasanya yg diapaki para 

pedagang yang usahanya me mbeli lali menjual kembali 

barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah dengan biaya-

biaya lainnya. Berikut adalah rumus menghitung markup : 

Harga Jual = Harga Perolehan + (Harga Perolehan x % Markup) 

 

3) Bundling 

Bunding biasanya juga disebut sistem paket atau grosir. 

Biasanya keuntungan yang didapat dari sistem ini lebih sedikit, 

karena sistem quantity barang maka tinggal dikalikan saja 

keuntungannya mana yang terbukti lebih besar hasilnya.  

Dari uraian definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa harga jual merupakan jumlah moneter yang dibebankan 

oleh suatu unit usaha kepada konsumen, dengan harapan harga 

yang dibebankan dapat menutupi biaya yang bersangkutan dengan 

produk atau jasa yang dikeluarkan dan dapat menghasilkan laba 

yang diinginkan tempat usaha tersebut. Harga jual yang 

dibebankan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kualitas barang 
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atau produk yang dijual dan harapannya dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen agar tidak menimbulkan kekecewaan 

pelanggan atas produk tersebut.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian 

ini: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO PENGARANG JUDUL HASIL 

1 Endra 

Setiyaningsih 

(2017) 

Analisis penerapan 

metode full costing 

dalam penentuan 

harga pokok 

produksi untuk 

penetapan harga jual 

pada pabrik tahu 

lestari 

Hasil dari penelitian yang 

dilakukan terhadap penentuan 

harga pokok produksi yang 

dilakukan perusahaan masih ada 

beberapa biaya produksi yang 

tidak terhitung secara terperinci 

dalam perhitungan harga pokok 

produksi yaitu BOP. Sehingga 

perhitungan biaya overhead 

menurun dan HPP lebih rendah 

daripada harga sesungguhnya. 

2 Gabriela 

Charteris, H.M 

Yahdi, Neny 

Tri 

Indrianasari 

(2019) 

Analisis perhitungan 

harga pokok 

produksi dengan 

menggunakan 

metode full costing 

sebagai dasar untuk 

menentukan harga 

jual batik pada UD 

Hasil penelitian perhitungan HPP 

yang dilakukan pada UD 

Rangsang Batik Yosowilangun 

masih ada beberapa komponen 

biaya yang belum dimasukkan 

dalam perhitungan. Akan tetapi 

BOP tidak diperhitungkan 

sedangkan harga jual dengan 
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Rangsang Batik 

Yosowilangun 

metode full costing lebih terinci 

biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi batik. 

3 Andri Eka 

Permatasari 

(2017) 

Penerapan Full 

Costing Method 

melalui perhitungan 

HPP sebagai dasar 

perhitungan harga 

jual pada UKM tahu 

Pak Dariyo 

Hasil penelitian yang dilakukan 

terdapat perbedaan metode 

perhitungan yaitu metode UKM 

dengan Full Costing. Perbedaan 

tersebut bisa dilihat dari biaya 

produksi, harga pokok produksi, 

dan laba yang dihasilkan. Pada 

metode UKM biaya produksi 

perbulan senilai Rp29.220.000,-

HPP per unit senilai Rp 440,- dan 

laba Rp 50,-. Sedangkan Pada 

metode full costing biaya 

produksi perbulan senilai 

Rp30.622.496,- HPP per unit 

senilai Rp 460,- dan laba Rp 30,- 

4 Nienik H 

Samsul (2013) 

Perbandingan Harga 

Pokok Produksi Full 

Costing dan 

Variable Costing 

Untuk Harga Jual 

CV.Pyramid 

Hasil dari perbandingan metode 

full costing dan variable costing 

dalam perhitungan HPP pada 

perusahaan untuk penentuan harga 

jual menunjukkan metode full 

costing memiliki angka nominal 

jauh lebih tinggi dalam 

perhitungan HPP daripada metode 

variable costing, karena dalam 

perhitungan HPP pada metode full 

costing memasukkan semua akun 

biaya baik yang variable maupun 

yang tetap. 

5 Lintang Arini 

(2017) 

Analisis penentuan 

Harga Pokok 

Produksi untuk 

menetapkan harga 

Hasil dari perhitungan HPP untuk 

menentukan harga jual wastafel 

marmer menggunakan metode full 

costing lebih akurat dibandingkan 

dengan metode perusahaan.  
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jual menggunakan 

metode Full Costing 

pada CV. Purnama 

Onix 

(sumber : Ringkasan Penelitian Terdahulu, Data Diolah Peneliti 2020) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti membuat kerangka 

pemikiran untuk alur pembahasan yang disajikan dalam gambar berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

  Dari kerangka pemikiran diatas maka penulis akan melakukan 

menghitung dan memilah-milah data keuangan yang sudah ada pada 

Data Transaksi 

Keuangan 

Hasil 

Perhitungan Harga Pokok 

Produksi  dengan Metode 

Full Costing 

Perhitungan Harga pokok 

Produksi Menurut Seruling 

Etan 

Kesimpulan 

Selesai 
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Seruling Etan yang berkaitan dengan produksi batik. Dari buku keuangan 

dapat dilihat bahwa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead pabrik sudah tertulis dibuku pengeluaran. Maka dapat 

dipergunakan untuk menghitung harga pokok produksinya. Penulis ingin 

mengetahui tentang perhitungan biaya produksi yang dilakukan Seruling 

Etan, dengan perhitungan harga pokok produksi dengan metode full 

costing. Apabila sudah dilakukan perhitungan dengan cara yang berbeda 

dan dengan hasil yang berbeda, maka penulis akan menyimpulkan 

perbedaan hasil perhitungan dari Seruling Etan dengan perhitungan 

metode full costing mana yang lebih baik digunakan untuk menghasilkan 

laba dan harga jual yang semestinya.  

 


